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MOTTO 

 

 

Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik Untuk Hari Tua
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1
Aristoteles. Dalam Massasha. Kumpulan Motto Hidup. diakses tanggal 30 Desember 2013. diakses 

dari: http://www.masasha.net/2013/07/kumpulan-motto-hidup-yang-baik.html 
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RINGKASAN 

Penulisan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  PEMBENTUKAN 

PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI 

KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 

72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN DESA”, ini ditulis dengan latar 

belakang. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa)  dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan 

permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya 

sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus 

menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan). Dalam menjalankan 

tugas dan kewenangannya BPD juga harus bekerjasama dengan Kepala Desa baik dalam 

urusan pemerintahan desa maupun dalam pembuatan peraturan desa. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah hubungan tata kerja 

antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan 

Desa di Desa Sukorejo telah sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005, Bagaimana peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, dalam melakukan 

pengawasan terhadap Peraturan Desa di Desa Sukorejo yang telah ditetapkan. 

 Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Sukorejo berdasarkan PP 

No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, untuk mengetahui hubungan kerjasama 

antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan 

Desa di desa Sukorejo telah sesuaikah dengan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan 

Desa. 

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-

aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu 

yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan 
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tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan 

dengan metode deduktif. 

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hubungan tata kerja antara badan 

permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa 

Sukorejo serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi 

pengawasan di Desa Sukorejo terhadap peraturan desa yang telah berlaku serta fungsi sebagai 

badan legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Hubungan kerja yang dilakukan antara kepala 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa 

Sukorejo merupakan hubungan kemitraan, dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan 

dalam Pasal 1 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan 

desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka 

wakili. Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu BPD melaksanakan 

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Pengawasan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa, yang 

berpedoman pada Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

Pemerintahan Desa, serta berpedoman pada Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 88 Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. 

Saran yang dapat disumbangkan adalah Pemerintah daerah perlu meningkatkan 

kapasitas individu maupun organisasi bagi BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta 

perangkat desa lainnya melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk meletakkan kembali 

peran masing-masing lembaga agar memahami fungsi dan perannya masing-masing agar 

dapat bekerja dan saling mendukung dalam hal kemitraan kerja. Serta Dalam melaksanakan 

fungsi-fungsinya, seharusnya BPD diberi pengetahuan atau pemahaman terlebih dahulu oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Jember maupun pemerintah desa khususnya desa Sukorejo 

agar BPD mampu membuat produk hokum yang baik serta dalam menjalankan fungsi 

pengawasan BPD hendaknya sering melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan 

peraturan desa, hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk pengoptimalan tugas dan fungsi 

BPD. 
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